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ABSTRAK 

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang banyak 

menjerat pejabat, baik pejabat di daerah maupun di pusat. Seperti Putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Kota Jogja terhadap Lurah Desa Trimulyo Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta Mujino H. Bin Harjo Sumarto karena dituduh melakukan 

perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan 

kerugian negara. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 3 Undang-Undang 

No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Namun terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang terbukti 

dalam persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakkim. Dari latar 

belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah analisa 

hakim terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana karena 

jabatan atau kedudukan pada perkara Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN 

YGKdan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam mejatuhkan putusan terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan. 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitin 

lapangan (Field research) yaitu dengan mengikti jalannya persidangan perkara 

Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN YGK dan mengkaji, menelaah dan 

mempelajari bahan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini karena penyusun 

menganalisis dari Aspek hukum pidana yaitu dulihat dari aspek Formiil, materiil, 

filosofis dan penalaran hukum. 

Hasil analisis studi Putusan Nomor 2/PIDSUS-TPK/2018 PN 

YGKpenyusun berpendapat bahwa adanya ketidaksesuaian putusan Majelis Hakim 

dengan fakta persidangan yang tertuang pada jalannya persidangan 

Kata Kunci : Analisis, Majelis Hakim, Korupsi 
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MOTTO 
 

 

 (من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم )رواه البخاري ومسلم

 

“Barang Siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, 

wajiblah ia memiliki ilmunya;dan barang siapa, dan barang siapa yang ingin 

(selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya, dan 

barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-

duanya (pula)” (HR. Bukhari dan Muslim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru.Ia lahir berbarengan 

dengan lahirnya manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, 

disanalah awal mula terjadinya korupsi.Seiring berjalannya waktu, dengan 

berbagai inovasi dalam modus perbuatannya, korupsi masuk dalam daftar 

extraordinary crime.1Di berbagai forum Internasional, korupsi dimasukan 

sebagai salah satu bentuk dari crime as business, economic crimes, white collar 

crime, official crime atau sebagai salah satu bentuk dari abuse of power.2Sebagai 

tindak pidana luar biasa, korupsi adalah suatu penyakit masyarakat yang 

menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan 

nasional.3Bahkan keseriusan pemerintah saat ini dalam pemberantasan korupsi, 

bahwa Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 

Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (PP No. 43 Tahun 2018). Salah satu hal yang viral dan banyak disoroti 

adalah hadiah yang akan diberikan kepadamasyarakat yang turut berperan dalam 

                                                             
1Extraordinary Crime adalah kejahatan tingkat tinggi, yaitu kejaharan yang umumnya dilakukan 

dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar 

kasusnya. 
2 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010) hlm. 

143. 
3 Harum Pudjiarto, Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia, (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 18. 
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hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam PP tersebut, 

hadiah yang akan diberikan bahkan mencapai Rp 200 juta.4 

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum (Rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini 

berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan 

menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak 

ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang 

boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju 

bukanlah orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga 

perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan 

negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang 

demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.5 

Salah satu prinsip Negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah 

menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan, penyelenggaraan 

kekuasaan peradilan yang independen serta bebas dari segala campur tangan 

pihak diluar, badan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan demi 

menegakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Sebagai salah satu bentuk implementasi penyelenggaraan kekuasaan lembaga 

                                                             
4https://news.detik.com/kolom/d-4263870/hadiah-untuk-pelapor-korupsi 
5 Evi Hartanti, tindak pidana korupsi (edisi dua), (Jakarta: Sinar Grafika,2009) hal.1 

https://news.detik.com/kolom/d-4263870/hadiah-untuk-pelapor-korupsi
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peradilan sebagaimana  telah tertuang dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24b 

Undang-undang  Dasar 1645 tentang lembaga peradilan di Indonesia. 

Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan sangat mulia karena 

disamping mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat, hakim juga 

bertanggung jawab langsung kepada sang pencipta. Oleh karena itulah dalam 

membuat putusan terhadap suatu perkara, hakim memiliki beberapa 

pertimbangan sebelum putusan final dijatuhkan.Dasar pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) 

dan kebenaran filosofis (keadilan).Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim 

harus adil dan bijaksana serta mempertimbangkan implikasi hukum dan 

dampaknya bagi masyarakat. 

Dalam memutus sebuah perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan 

alasan yuridis saja akan tetapi juga mempertimbangkan asas-asas hukum yang 

ada, termasuk juga dalam memutus sebuah perkara pidana seorang hakim juga 

perlu mempertimbangkan asas ultimum remidium bahwa sanksi pidana adalah 

jalan terakhir ketika sanksi lain dianggap belum neraca keniscayaan. Karena 

pada hakikatnya tujuan hukum acara pidana adalah mencari kunci kebenaran 

materil.Kebenaran materil disini menurut penulis adalah keadilan yang mutlak, 

lebih dekat kepada konsep keadilan yang restorative. 
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Persoalan yang muncul dalam tindak pidana korupsi ketika pejabat 

publik menggunakan diskresinya6, dalam hal ini mengeluarkan kebijakann untuk 

akselerasi pencapaian tujuan sasaran, ketika berbenturan dengan hukum maka 

akan terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam penentuan acuan hukum mana 

yang memliki yurisdiksi bagi penanganan penyimpangan pejabat tersebut. Hal 

ini menyangkut persoalan sanksi hukum mana yang akan diterapkan. Dari 

berbagai perspektif hukum, persoalan kebijakan pejabat publik khususnya dalam 

lapangan hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata berada 

di wilayah abu-abu (grey area) sehingga parameter mengenai batasan kebijakan 

berbeda-beda. 

Terlepas permasalahan tersebut, proses kriminalisasi terjadi ketika 

hukum pidana mengambil posisi sebagai obat utama (primum remidium) 

terhadap penyelesaian penyalahgunaan wewenang, diluar dari penyelesaian 

dalam hukum perdata dan administrasi negara.Indikasi kriminalisasi kebijakan 

pejabat menjadi isu dalam kasus penyalahgunaan wewenang pejabat. Ungkapan 

kriminalisasi jabatan atau kebijakan terjadi karena dalam penegakan hukum 

khususnya penyalahgunaan kewenangan pejabat selama ini berdasarkan 

perspektif hukum pidana, jika seseorang pejabat melakukan aktivitasnya dalam 

hal menjalankan kewenangannya maka ia tunduk dan diatur oleh hukum 

administrasi negara yang memiliki asas, norma, dan sifat yang berbeda dengan 

                                                             
6Diskresi (freies ermessen) dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktik apabila 

menyangkut urusan pemerintahan maka lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya 

(doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid) 
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hukum pidana dan hukum perdata7. Tampaknya pandangan tersebut mengacu 

kepada proses depenalisasi8 dari penyalahgunaan wwenang ini. 

Dalam masyarakat, hukum pidana sering digunakan sebagai alat untuk 

menyelesaikan permasalahan, banyak kasus kepala desa yang tidak begitu 

paham dengan peraturan perundang-undangan terkait pidana itu, semisal dalam 

sebuah birokrasi desa sebagai kedala desa mengelarkan kebijakan untuk 

membuat izin dari sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah kas desa dan dalam 

hal ini seorang kepala desa menyelamatkan agar bangunan yang banyak 

manfaatnya bagi masyarakat khususnya berjalannya perekonomian dalam desa 

tersebut ditunjukan dengan adanya sebuah bangunan itu, tetapi disisi lain bahwa 

seorang pejabat dari kepala pemerintahan (presiden) sampai kepala desa (lurah) 

sudah dianggap tahu terkait semua peraturan.  

Selanjutnya bahwa kedudukan kepala desa dalam kasus tersebut yang 

dimana ada niat baik seorang kepala desa membuatkan izin untuk sebuah 

bangunan yang berisi di tanah kas desa, akan tetapi dalam peraturan perundang-

undangan sikap yang diambil oleh seorang kepala desa adalah sebuah 

pelanggaran pidana yakni korupsi dimana ada kerugian negara dari didirikannya 

bangunan tanpa izin itu padahal kepala desa yang bersangkutan baru mengetahui 

adanya bangunan tersebut. Pembangunan pasar desa Trimulyo yang menjadi 

polemik dan masalah hukum dikarenakan adanya beda pemahaman serta posisi 

                                                             
7 Ridwan, Diskresi dan Tanggung jawab Pemerintah, (Yogyakarta:FH UII Press,2014), hlm. 

376. 
8 Penalisasi adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi 

pidana 
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kasus yang sangat subjektif dilihat dari pihak lain yang mungkin dan bahkan 

tidak memahami kronologis yang sebenarnya dan atau hanya melihat dari satu 

sisi saja sesuai kepentingannya tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya 

sesuai data yang ada. Kebijakan hukum disini sangat dibutuhkan untuk melihat 

hukum tidak hanya secara yuridis tetapi juga harus secara filosofis. 

Kementrian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung menandatangani 

nota kesepahaman (MoU). MoU yang di tekan terkait penanganan pengaduan 

masyarakat terkait indikasi korupsi. Dalam MoU ini mengharapkan kedepan 

yang harus dilakukan adalah penekanan terhadap kerja APIP (Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah) dan berharap APIP dan APH (Aparat Penegah 

Hukum) bersilaturahmi bagaimana menangani tindak pidana korupsi, dengan 

adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama), dengan adanya kesepakatan ini 

menekankan semua laporan masyarakat terkait tindak pidana korupsi harus 

ditindak lanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat 

pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi delengkapi oleh bukti-bukti 

permulaan atau pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas.9Dari 

penjelasan dan hasil MoU diatas jika dikorelasikan dengan perkara ini tidak 

memenuhi persyaratan karena peran APIP dalam perkara ini tidak di lewati oleh 

APH. 

 

                                                             
9https://news.detik.com/berita/d-3889909/kemendagri-polri-kejaksaan-teken-mou-soal-

aduan-korupsi 
 

https://news.detik.com/berita/d-3889909/kemendagri-polri-kejaksaan-teken-mou-soal-aduan-korupsi
https://news.detik.com/berita/d-3889909/kemendagri-polri-kejaksaan-teken-mou-soal-aduan-korupsi
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara : 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK 

ditinjau dari aspek hukum formil, aspek hukum materiil, aspek filosofis dan 

Aspek penalaran hukum ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana korupsi 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara 

nomor 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK dalam tindak pidana korupsi. 

 Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

perkembangan ilmu hukum, yakni dalam proses penetapan tersangka, 

terdakwa sampai dengan putusan hakim dalam perkara tindak pidana 

korupsi. 

2. Manfaat praktis 

Diharap dari hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan kepada 

para penegak hukum, pejabat publik, dan memberi pemahaman masyarakat 

dalam tindak pidana korupsi. 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penulis 

untuk mengetahui uraian sistematis mengetahui uraian sistematis mengenai 

hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang 

penulis.10Telaah pustaka juga digunakan penulis untuk menghindari adanya 

persamaan penelitian dengan penelitian lainya, sehingga penulis dapat 

membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukanlah plagiasi. 

Penelitian yang menjadi topik literatur pembahasan mengenai “Kriminalisasi 

Pejabat Desa dalam Menjalankan Kewengannya (Studi Putusan Nomor : 

2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK)”. Maka literatur dalam penelitian sebelumnya 

menjadi tambahan mendukung, diantaranya : 

Karya yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Saifullah Anwar, 

mahasiwa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang diberi judul 

“Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana 

Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi 

Sulawesi Selatan).Dalam penulisan ini, penulis meneliti untuk mengetahui 

bentuk pemidanaan terhadap kepala daerah dalam tindak pidana Administrative 

corruption dan untuk mengetahui kedudukan kepala daerah yang ditetapkan 

sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Administrative 

corruption.Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan 

                                                             
10 Pedoman Tekniik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009, 

hlm.3. 
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bahwa Pemidanaan terhadap Kepala Daerah khususnya Walikota Kota Parepare, 

dijatuhkan pidana dengan pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.Bentuk 

pemidanaan dalam tindak pidana administrative corruption menggunakan 

double track system dengan bentuk imperatif fakultatif dimana hakim dalam 

menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara bersamaan dengan pidana denda yang 

sifatnya fakultatif.Kedudukan Kepala Daerah ketika ditetapkan sebagai 

tersangka dalam perkara tindak pidana administrative corruption sangat jelas 

bahwa dalam kasus Walikota Parepare, pelaku masih menjabat sebagai Kepala 

Daerah.Status tersangka oleh Walikota Parepare tidak kemudian secara otomatis 

diberhentikan dari jabatan.Pemberhentian dari jabatan Walikota Parepare ketika 

berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan di pengadilan dan 

penuntutan serta telah memperoleh putusan pengadilan Negeri Makasar.11 

Penelitian yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Winda septiani , 

mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

Berjudul “Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan 

NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK). Dalam penelitiann ini penulis 

bermaksud meneliti putusan NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK dari 

aspek hokum formil, hukum materil, filosofis, dan penalaran hukum.Metode 

yang digunakan penulis adalah lapangan dengan mengumpulkan data-data 

                                                             
11Saifullah Anwar, skripsi, “Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak 

Pidana Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi 

Selatan), (Makasar, Universitas Hasanudin, 2014) 
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persidangan.Penelitian ini bersifat deskriptif analitik bagaimana penerapan 

hukum dalam putusan NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK.Adapun 

hasil dari penelitian ini, putusan NOMOR 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR YK 

telah memenuhi aspek hukum formil sehingga putusan tersebut sah menurut 

hukum.Dari segi materil, hakim tidak menggali lebih dalam hukum yang 

diterapkan kepada terdakwa.Dari segi filosifis, hukuman yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim tidak sejalan dengan latar belakang pembenntukan undang-

undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ingin memberikan efek jera 

kepada pelaku korupsi. Dari segi penalaran hukum, hakim tidak menunjukan 

keruntutan penalaran karena di awal hakim meyakini terjadi Vorgezete 

Handelings , tetapi dalam putusan sama sekali tidak dilakukan karena absorbs 

dalam penjatuhan pidananya.12 

Karya tulis selanjutnya skripsi karya Muh.Iqbal dengan judul “Tinjauan 

Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus 

Desa Citra Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng).Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas kepala Desa Citra di era Otonomi 

Daerah dan bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat 

pelaksanaan tugas kepala Desa Citta di era Otonomi Daerah.Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik 

pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan.Data dilengkapi 

dengan data primer dari hasil wawancara dilapangan dan data sekunder dari 

                                                             
12Winda Septiani, “Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 

13/PINSUS/2012/p TIPIKOR YK)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2014 
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referensi-referensi perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis 

kualitatiff serta deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan tugas 

kepala Desa Citta sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 6 tahun 

2014 tetang desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yaitu 

penyelenggaraan pemerintah Desa seperti mengadakan musyawarah Desa, 

pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan insfrastruktur dan fasilitas 

pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan 

sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa seperti 

memberdayakan masyarakat dalam  pembuatan profil kegiatan desa yang lain. 

Selain itu, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas kepala desa Citta 

adalah rendahnya partisipasi masyarakat desa Citta dalam kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarkat desa Citta, rendahnya kualitas sumber daya 

manusia dalam hal ini aparatur desa dan masih terbatasnya sarana dan prasarana 

desa Citta.13 

E. Kerangka teori 

Kerangka teoritik dibutuhkan untuk menganalisis putusan No. 2/ 

PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK. kerangka teori yang penyusun gunakan yaitu: 

1. Teori Penjatuhan Putusan 

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan 

terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dimana dalam perkara pidana, 

                                                             
13Muh.Iqbal dengan “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi 

Daeran (Studi Kasus Desa Citra Kecamatan Citra Kabupaten Soppeng)”, Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Hasanudin, 2016. 
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hal itu tidk lepas dari pembuktian negatif (negative waterlijk), yang pada 

prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-

undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas 

moral yang baik. 

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri 

sendiri, jujurkan ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah 

putusan yang diambil itu, akan dapat menyelesaikan sengketa, atau adilkah 

putusan ini atau seberapa jauh mannfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh 

seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada 

umumnya. 

a. Teori keseimbangan  

Keseimbangan dalam teori ini maksudnya keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-

pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan 

terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentinngan pihak tergugat atau 

penggugat. 

Keseimbangan antara masyarakat dan terdakwa, dalam praktik 

umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana 

kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan 

kepentingan terdakwa dirumuskan dalam hal yang meringankan. 
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Pertimbangan hal hal memberatkan dan merinngankan tersebut merupakan 

faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap 

terdakwa. 

b. Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya 

dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan 

semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh 

semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu 

perkara yang harus diputuskannya. 

c. Teori pendekatan pengalaman 

Pengalaman dari hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara. Dengan pengalaman yang dimilikinya, 

hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan 

dalam suatu perkara, yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun 

masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya 

secara teori hakim akan lebih berhati-hati dalam memberikan pertimbangan 

dalam suatu perkara. 

d. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 
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disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang 

jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 

e. Teori kebijaksanaan  

Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan terhadap rasa 

cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan. Teori 

kebijaksanaan ini sebenarnya lebih ditunjukan pada penjatuhan putusan 

dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini dapat pula 

digunakan oleh hakim dalam putusan terhadap perkara lain pada umumnya. 

Kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus 

dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, 

intuisi yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas 

yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.  

2. Prinsip hakim dalam mengadili 

Tugas hakim secara normative telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang 

(Pasal 4 ayat (1)). 
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2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan 

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat 

dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2)). 

3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat (1)). 

4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili (pasal 10 

ayat (1)). 

5. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 8 ayat 

(2)). 

Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek 

didalamnya, mulai perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin 

ketidakcermatan, baik yang bersidat formal maupun material sampai dengan 

adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.14 

3. Teori Pemidanaan 

Teori-teori tentang tujuan pemidanaan di dalam system hukum Eropa 

Kontinental berkembang  seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di 

dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. 

Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat 

                                                             
14Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 94. 
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dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai 

berikut : 

a. Teori Absolut 

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. 

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih 

terasa pengaruhnya pada zaman modern.15 Pendekatan teori absolut 

meletakan gagasan tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan 

alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah 

seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini 

sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut ialah balas dendam 

terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak 

pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.16 Menurut Johanes 

Andinaes, tujuan pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan 

tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-

pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.17 

b. Teori Relatif 

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah 

                                                             
15Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta,1994), hlm.29. 
16Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alymni, 

1992), hlm. . 
17Muhammad Taufik Makarao, Pembaharuan Hukum Pidana:Studi tentang Bentuk-Bentuk 

Pidana Khususnta Pidana Cambuk sebagai Suati Bentuk Pemidanaan, (Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2005), hlm. 39. 
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terpidana (special prevention) dari kemmungkinan mengulangi kejahatan lagi 

di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general 

prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan 

yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pemidanaan 

tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan taat tertib 

hukum dan kehidupan masyarakat.18 

Teori ini menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu 

upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) khususnya bagi 

terpidana.19 Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana 

seringkali bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus 

penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan 

terpidana jera atau selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi. 

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relative ini 

sebagai berikut:20 

1) Tujuan pidana adalah mencegah (preventation); 

2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; 

3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipermasalahkan 

kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang 

memiliki syarat untuk adanya pidana; 

                                                             
18Ibid. 
19Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1984), hlm. 32. 
20Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori…., hlm. 17. 
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4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan kesehatan; 

5) Pidana melihat ke depan (bersifat prodpektif), pidana dapat 

mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun 

unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu 

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 

c. Teori Gabungan 

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan 

pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping 

mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas 

perbuatan pelaku, juga dimaksudkann agar pelaku dapat diperbaiki sehingga 

bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya 

merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori 

absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak 

hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi agar 

ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak 

melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. 

4. Penemuan Hukum  

Pada hakikatnya, yang dilakukan hakim apabila ia menghadapi 

peristiwa kongkrit, kasus atau konflik ia harus memecahkan atau 

menyelesaikan dan untuk itu ia harus tahu, mencari atau menemukan 

hukuman untuk diterapkan pada kasusnya. 

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom 
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sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini 

juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat (hati nurani) karena hakim 

seringkali harus menjelaskan atau melengkappi undang-undang menurut 

pandangannya sendiri.21 

Jika asas peradilan yang berlaku di Indonesia adalah hakim tidak 

terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara yang sejenis maka 

akhir-akhir ini tidak sedikit hakim yang dalam menjatuhkan putusan 

berakibat pada putusan pengadilan yang lebih tinggi mengenai perkara 

serupa dengan yang dihadapinya. Ini tidak berarti bahwa asasnya berubah 

menjadi “the binding force of presedent”, yang disebabkan karena putusan 

yang diikuti, yang “mengikatnya” itu meyakinkan hakim untuk diikuti. 

Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali 

diasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai 

permukaan harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, 

dicari, dan ditemukan, bukannya tidak ada, kemudian diciptakan. Sumber 

utama penemuan hukum adalah perundang-undangan, hukum kebiasaan, 

yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Dalam ajaran-ajaran 

penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber-sumber 

hukum lainnya. Jika hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata maka 

dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang karena undang-undang 

                                                             
21Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 

hlm. 45. 
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barsifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian 

hukum. Undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan 

undang-undang itu sendiri (contra legem). Lebih-lebih jika undang-undang 

itu sudah cukup jelas. 

Untuk menemukan hukum dalam suatu peristiwa, ada beberapa 

metode yang selama ini sudah dikenal, yaitu metode interpretasi, metode 

argumentasi, dan metode eksposisi.22 

a. Metode Interpretasi  

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks 

perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut 

dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Ajaran interpretasi 

dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan 

hermeneutika yuridis. 

1) Interpretasi Gramatikal 

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah 

dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata 

bahasa) yang berlalu. 

2) Interpretasi Sistematis 

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan 

perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan 

hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan system 

                                                             
22 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 107. 
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hukum. 

3) Interpretasi Historis 

Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang 

menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah 

hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. 

4) Interpretasi Teleologis 

Dengan interpretasi teleologis, hakim menafsirkan undang-undang 

sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan 

lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis 

terjadi apabila makna undang-undang diterapkan berdasarkan tujuan 

kemasyarakatan. 

 

5) Interpretasi Komparatif 

Interpretasi komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran 

dengan jalan membandingkan antara berbagai system hukum. 

Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan 

mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan 

membandingkan undang-undang satu dengan undang-undang 

lainnya. 

6) Interpretasi Antisipatif 

Interpretasi antisipatif adalah penjelasan ketentuan undang-undang 

dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai 
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ketentuan hukum. 

7) Interpretasi Restriktif 

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan 

undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan 

bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan demikian, 

interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya 

membatasi. 

8) Interpretasi Ekstensif 

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat 

interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi 

interpretasi eksteksif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan 

undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh 

interpretasi gramatikal. 

9) Interpretasi Otentik  

Interpretasi otentik ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-

undang sendiri dengan mencamtumkan arti beberapa kata-kata yang 

digunakan dalam suatu peraturan. 

b. Metode Argumentasi 

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, 

redenering atau reasoning. Metode ini dipergunakan apabila undang-

undangnya tidak lengkap maka untuk melengkapinya dipergunakan metode 

argumentasi. 
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c. Metode Eksposisi 

Metode eksposisi tidak lain adalah metode kontruksi hukum, yaitu 

metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), 

bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah 

kontruksi hukum (recht constructive) yang merupakan alat-alat uang dipakai 

untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam 

bentuk bahasa dan istilahnya yang baik. Metode Eksposisi akan penalaran 

hukum (legal reasoning) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis 

dari subjek hukum (manusia) sebagai mahluk individu dan sosial di dalam 

lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang 

multiaspek.23 

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis 

mempunyai ciri-ciri khas. Menurut Berman ciri-ciri penalaran hukum 

adalah : 

a. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan 

hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas 

(keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang yang 

termasuk dalam yuridiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan 

yang sama (asas similis similibus); 

                                                             
23Shidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan”, Disertasi, 

Universitas Katholik Parahyangan, 2004, hlm. 486. 
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b. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu 

(konsistensi historical). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-

aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putussan-putusan 

hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas; 

c. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektika, yakni menimbang-

nimbang kalaim-klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada 

pembentukan hukum apapun dalam proses mempertimbangkan 

pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan 

dan dalam proses negosiasi.24 

Shidarta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu: 

a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur 

(peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai 

kasus yang riil terjadi; 

b. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan 

sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat 

,menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal 

term); 

c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk 

kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan 

hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga 

dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; 

                                                             
24B. Arief Shidarta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi 

Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Srbagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum 

Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 166-167. 
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d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; 

e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; 

f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian 

difokuskan sebagai putusan akhir.25 

F. Metode Penelitian 

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai sebuah 

tujuan dari penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk 

mencapai hal yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana yang telah 

diuraikan penulis di atas, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang diberi judul “Penyalahgunaan Wewenang dalam 

Pembangunan Pasar di Desa Trimulyo ( Studi Putusan Nomor : 2/PIDSUS-

TPK/2018.PN.YGK)” ini dilakukan dalam kategori penelitian Yuridis 

Normatif. Yuridis maksudnya penelitian yang penulis lakukan berada dalam 

ranah hukum. Sedangkan Normatif karena penelitian yang penyusun lakukan 

mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi oleh hakim dalam Putusan No. 2/PIDSUS-

TPK/2018.PN.YGK. 

                                                             
25Shidarta, “penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim”, Makalah Dibawajan Pada Seminar 

Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesiaa Di Hotel 

Grand Angkasa, Komisi Yudisial, (Medan, 2-5 Mei 2011), hlm. 3-4. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitin ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang 

analisis apakah penerapan hukum putusan No. 2/PIDSUS-

TPK/2018.PN.YGK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan teori hukum pidana yang ada.26 

3. Sumber Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta yaitu data yang berhasil dikumpulkan saat penulis melihat dan 

mengikuti jalannya sidang perkara yang menjadi objek. Untuk 

melengkapinya, penulis mengambil berkas putusan No. 2/PIDSUS-

TPK/2018.PN.YGK. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder akan diperoleh dari penelitian keputusan yang 

berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat 

yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

                                                             
26Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105. 
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c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 

d) Perjanjian kerjasama antara Kementrian Dalam Negeri Republik 

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yaitu : 

a) Buku-buku literatur yang membahas tindak pidana korupsi 

b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana 

korupsi. 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, dan internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Tahap awal penulis melakukan penelitian adalah dengan melihat 

sidang perkara No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK dan mengumpulkan 
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data dari sidang tersebut. Setelah putusan kasus ini inkracht,27penulis 

mengambil data berupa putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK. 

5. Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analitik, analisis data yang dipergunakan 

adalah pendekatann kualitatif terhadap data primer dan sekunder. 

Deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam 

mengolaborasikan penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

juncto  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan dasar hukum dalam pembuatan 

Putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN.YGK. 

G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini akan disusun dan disajikan dengan sistematis dimana antara 

bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang 

terkandung dan merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan, adapun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab. Dimana bab 

pertama akan membahas tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian ini, 

rumusan masalah yang akan coba dijawab dalam penelitian ini, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai upaya penulis untuk menjamin 

orisinilitas penelitiannya, metode yang akan digunakan dalam penelitian, 

                                                             
27Inkracht artinya sudah berkekuatan hukum tetap. 
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kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan pnyajian sistematika 

penyusunan skripsi ini. 

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang wewenang dan tindak 

pidana korupsi secara garis besar meliputi : pengertian wewenang, 

sumber/lahirnya wewenang, pertanggungjawaban pemberi dan penerima 

wewenang adalah hal terjadi penyalahgunaan wewenang, asas-asas umum 

pemerintah yang baik, konsep penyalahgunaan dalam tindak pidana korupsi, 

pengertian tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi. 

Bab ketiga, pembahasan ditunjukan pada tinjauan umum tentang 

perkara No. 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK yang meliputi kronologi kasus, 

dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dasar hukum 

hakim dalam mengadili, dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. 

Bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analis 

putusan No 2/PIDSUS – TPK/2018.PN.YGK dari aspek hukum formil, aspek 

hukum materiil, aspek filosofis, dan aspek penalaran hukum. 

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan kesimpulan, dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan yang 

ada.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian dalam bab-bab sebelumnya 

yaitu dari aspek hukum formil pada  putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN YGK 

sudah memenuhi semua ketentuan formil putusan sebagaimana diatur dalam 

pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali 

ketentuan huruf K pasal 197 ayat (10 Kitab Undfang-Undang Hukum Acra 

Pidana  karena dalam putusan ini kurang jelasnya apakan Terdakwa ditahan, 

tetap ditahan atau dibebaskan, Akan tetapi apabila dilihat dari era saat ini putusan 

yang didalamnya tidak mencantumkan hruf k tidak menjadi putusan yang batal 

demi hukum, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-

X/2012 yang mana dalam putusan menghapus (menyatakan tidak mengikat) 

huruf K dalam pasal 197 ayat (2) KUHP yang menjadi argument Mahkamah 

Konstitusi karena banyak sekali perkara yang belum cukup bukti dan belom juga 

berkekuatan hokum tetap. 

Selanjutnya dari aspek materiil, Majelis Hakim kurang kurang 

menggali hokum yang sebelumnya usdah pernah diputuskan (yurisprudeni)  

yang harus diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan 

Terdakwa untuk menjadi dasar hukum dalam Putusan No. 2/PIDSUS-

TPK/2018.PN YGK karena banyak peraturan peraturan yang diabaikan dana 

dari fakta persidangan bukti-bukti saksi maupun surat-surat yang diajukan tidak 

ada yang mendukung bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidan Korupsi Pasal 
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3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Dari aspek Filosofis, Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak 

selaras dengan filosofi dibentuknyaUndang-Undang Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 

tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 

tetapi dalam Putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN YGK Tidak ada bukti kuat 

yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan 

tetap diputuskan sebagaimana orang melakukan tindak pidana korupsi hal ini 

berbahaya karena bisa merusak sistem peradilan di Indonesia. 

Dari aspek Penalaran hukum, Majelis Hakim kurang 

mempertimbangkan dalam membuat Putusan No. 2/PIDSUS-TPK/2018.PN 

YGK sehingga tidak sesuai dengan logika dasar hukum, karena dalam 

pertimbangan Majelis hakim mengabaikan fakta persidangan dari keterangan 

saksi-saksi dan bukti tertulis. 

B. Saran 

Saran yang bisa penyusun berikan antara lain : 

1. Jangka waktu jauh  

a. Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali Pejabat-pejabat daerah 

dari Desa, Kecamatan, Kabupaten/kota, Propinsi bahkan sekelas 
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negarapun yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi karena 

banyak Kriminalisasi terjadi kepada pejabat-pejabat pemerintah (Desa), 

karena Pejabat ini bukan hanya membuat kebijakan yang bermanfaat 

dan positif untuk rakyatnya tetapi harus juga mengikuti aturan yang 

mungkin pejabat sendiri tidak memahami, karena jika dibalik kebijakan 

yang amat sangat positif ada satu aturan yang tertabrak haruslah ada 

perlindungan atau ke khususan bagi pejabat pemerintah yang memang 

membuat kebijakan untuk kemakmuran rakyatnya. 

b. Pemerintah dalam melakukan penerimaan calon hakim maupun calon 

jaksa harus benar-benar murni yang diperhitungkan adalah kemampuan 

calon baik secara akademis, moral dan spiritual, bukan karena ada 

embel-embel uang (nyogok) fisik atau relasi sehingga Jaksa atau Hakim 

yang nantinya menjadi penegak hukum hanya memikirkan balik modal 

yang mengakibatkan adanya pungli apabila ada kasus yang dia tangani 

di dalam lembaganya akan mengakibatkan hilangnya independensi 

Peradilan tapi jika diawal penerimaan itu sudah Terlaksana maka maka 

akan sejalan dengan tugas negara dalam menegakan keadilan. 

2. Jangka Waktu Dekat 

Melakukan seminar atau diklat anti korupsi yang ditujukan kepada 

hakim dan jaksa agar lebih paham dalam menangani sebuah perkara 

Tindak Pidana Korupsi agar pertimbangan setiap Tindak korupsi.
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